PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Guest House dan Gedung Diklat JI. Asoka Maros Prop. Sul-Sel, Kode Pos 80516
Email : bkpsdm@maroskab.go.id, Website : Maroskab.go.id

PENGUMUMAN
Nomor: 800.1.2.2/3/BKPSDM

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
TENAGA TEKNIS
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Tenaga Teknis di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024,
bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros membuka
kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi PPPK Tenaga Teknis yang
akan ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Maros dengan ketentuan pada pengumuman
ini.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN;

4. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana ASN di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi
Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

6. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;

7. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Waijib
Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi
Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja untuk Jabatan Fungsional,

8. Surat Pit. Badan Kepegawaian Negara nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024
tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024; dan

9. Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam
Negeri nomor 800.1.3/e.1051/BAK tanggal 30 September 2024 perihal
Pedoman Seleksi PPPK JF Damkar dan JF Analis Kebakaran Tahun 2024.




V.

FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi PPPK Tenaga Teknis Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros

Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 80 (delapan puluh) formasi, dengan

perincian sebagai berikut:

a. Formasi dengan kualifikasi lulusan S-1/D-IV sebanyak 16 (enam belas) formasi,

b. Formasi dengan kualifikasi lulusan D-1l sebanyak 1 (satu) formasi;

c. Formasi dengan kualifikasi lulusan SMA sederajat sebanyak 61 (enam puluh
satu) formasi;

d. Formasi dengan kualifikasi lulusan SD sederajat sebanyak 2 (dua) formasi; dan

e. Informasi rinci dapat dilihat pada Lampiran | pengumuman ini.

KRITERIA PELAMAR PPPK TENAGA TEKNIS

A. Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang
diperuntukkan bagi pelamar:

1. Eks Tenaga Honorer Kategori Il (eks THK-Il), yaitu pegawai yang terdaftar
dalam pangkalan data (database) eks THK-Il pada Badan Kepegawaian
Negara (BKN) dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah; atau

2. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) yang terdiri atas:

a. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-
ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah; atau

b. Pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah paling sedikit 2
(dua) tahun terakhir secara terus menerus.

B. Pelamar sebagaimana dijelaskan pada huruf A hanya dapat melamar pada
Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; dan

C. Kebutuhan sebagaimana dijelaskan huruf A dapat dilamar oleh penyandang
disabilitas, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit
pemerintah/Puskesmas  yang menerangkan jenis dan  derajat
kedisabilitasannya; dan

2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari
pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

PERSYARATAN UMUM

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum
batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai pegawai swasta;

4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional

Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
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10.
1.

12.

13.

Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang

masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang

mempersyaratkan;,

Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;

Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam

proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;

Berstatus aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Maros dan memiliki

pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang

dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan

dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagai berikut:

a. Kepala Perangkat Daerah bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di
Perangkat Daerah; dan

b. Camat bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Kantor Kecamatan
dan Kantor Kelurahan.

Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

PERSYARATAN KHUSUS

1.

Untuk formasi Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula wajib melampirkan:

a. Surat keterangan bukan penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh dokter
pemerintah;

b. Surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
dan

c. Surat keterangan pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros.

Untuk formasi Operator Layanan Operasional unit kerja penempatan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil-Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan (PIAK) wajib memiliki pengalaman kerja sebagai pengelola

administrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

Untuk formasi Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama wajib melampirkan

sertifikat photography yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan

Informatika;

Untuk formasi Operator Layanan Operasional unit kerja penempatan Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian-Bidang Teknologi Informatika

wajib memiliki pengalaman kerja di bidang teknologi informasi;

Untuk formasi Penata Layanan Operasional unit kerja penempatan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Bidang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah wajib melampirkan sertifikat pengembangan

kapasitas SDM Usaha Mikro;

Untuk formasi Operator Layanan Operasional unit kerja penempatan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan-UPTD

Pengelolaan Pasar-Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar wajib memiliki

pengalaman kerja sebagai Pengelola Pasar;

Untuk formasi Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli

Pertama wajib memiliki pengalaman kerja yang ada relevansinya dengan

pengelolaan bangunan gedung, jalan, jembatan, tata ruang dan pertanahan;





























































